HEPUTUBAN KEPALA HANTOR WILAYAN
HEMENTERIAN AGAMA PROVINGSI JAWA BARAT
NOMOR B3B8 TAHUN 2018

TENTANG

FEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
BAUDHATUL ATHFAL NURUL FAHMI KABUPATEN FURWARARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
m@.ﬁ KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madranah yang
bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakal prielitud o g inam)
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sewal dengan

standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfa) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan  kelaynkan
sebagaimana mestinys sesuai dengan hasil visitasi dan verifiknsl Tim
Penilal, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian  Agama
Kabupaten Purwakarta Nomor 1391 /Kk.10.14/2/PP.0D/04 /2018
tanggal 2 April 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor 0274 /ND/IPM /2018 tanggal 31 Mel 2018
schingga layak diberikan izin operasional;

_ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraf
& dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Pemberian  lan

Kementerian Agama Provinsi Jawa Baral tentang
Operasional Raudhatul Athfal Nurul Fahmi Kabupaten Purwakarta;

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern  Pendidikan

1. Undang-
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor T8,

Nasional (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

(Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor A586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670),
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaal
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomc
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4864},

Mengingat




